PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda
Telp, (0266) 222655 Fax 218054 Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421,12/ 24 {Dikbud/2007

TENTANG

FEMBERIAN LIIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALBASHRIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN CICURUG
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BUPATI SUKABUMI

thha‘i : Surat permohonan Ketua Yayasen PENDIDIKAN ISLAM ALBASHRIYAH Nomor
SUYAPISBA/SP/VITIZ006, tanggal § AGUSTUS 2006

Menimbang & bahwa pendidikan adalah tan ggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;

b, bahwa dalam rangks meningkatkan pariisipasi masyarzkat untuk menyelenggarakan
pendidikan, Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ALBASHRIY AHyang beralamat dj JL.
TENJOLAYA DESA CISAAT KECAMATAN CICURUG, Kabupaten Sukabumi,
Propinsi JAWA BARAT bermeksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH
ATAS di Kecamatan CICURUG Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2007/2008 :

¢. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekalah oleh yayasan sebagaimana
dimaksud pada huruf "b" relah dipenuhi

d, bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud pada huref g, b dan ¢, maka
untuk pembinzan keglatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Bupati Sukabumi
Eepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukebumi menetapkan
keputusan tentang pemberian Jjin Operasional kepada Yayasan PENDIDIKAN
ISLAM AL BASHRIYAH vang bermaksud untuk  mendirikan SEKOLAH
MENENGAH ATAS dengan nama SMA AL BASHRIYAH beratamat di JI.
TENJOLAYA Desa ! Kelwrehan CISAAT Kecamatan CICURUG Kabupaten
Sukebumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 200772008,

Mengimgat 1,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tshun 1950 teniang Fembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi lawa Barat {(Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 43 tahupn 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomaor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian (Lemharan
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negarn

“Momor 30415,

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tabun 2003 tenteng Keuangan Negara
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemtharan
MNegara Nomor 4286},

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem Pendidikan

Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan |
Lembaran Negara Nomor 4301); |
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3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor | Tabun 2004 jentane Perbendaharaan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

f. Undoang-Undang Repuldik Tndonesia Noansr 1) Fahun 2004 tentung Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembarzn Negara Nomor 4189):

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomar |5 Tahun 2004 tentng Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44000,

8. Undang-Undang- Republik Indoniesia Nomar 23 Tahun 2004 temtang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Momor 4421 );

9. Undung-Undang Republik Indenesia Noemor 32 Tahun 2004 lestang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ¥

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar Pemerinieh Daerah (Lembarin Negura
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran MNegara Nomor
4438)

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendilikan
Menengah {Lembaran Negars Republik Indenesis Tahun 1950 Nomor 37, Tumibahan
Lembaran-Megara Nomor 34 13);

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/Us2002,
tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 temiang Kewenangan
Eabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 MNomor 21
Seri Dj; . .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukahumi
Talutirs 2002 Mavvior 23 Serl 1y,

i3, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas
Dasrah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukebumi {Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri Dy;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penelapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tehun 2006 Nomar 6 Seri A);

|7, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor ! Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Talun 2004 Nomer | Serd E);

I8, Keputusan Bupati Sukabumi Nomaor 404 Tahun 2004 tentang Penuataan kembali
Olrganizasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupsten Sukalumi;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN
OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALBASHRIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN
CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2007/2008

: Memberi ijin kepada Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ALBASIIRIYVA Hyang beralamat i

JL. TENJOLAYA DESA CISAAT KECAMATAN CICURUG Kabupaten Suksbumi
Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH ATAS desgan nama
SMA AL BASHRIYAH beralamat di JI, TENJOLAYA Desa / Kehwehan CISAAT

Kecametan CICURUG Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelsjaran
2007/2008.
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Kedua : Pemberian ijin terscbut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi

semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal
twhun pelajaran,

Katipa » Menugaskan  kepada Kepala Subdin terkait 1 lingkungan  Dines  Pesdidikan  dan
Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat : Hal-hal yang belum ates tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan
tersendir,

Kelima + Keputusan ini mulai berlaku peda tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian
hart terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan
sepertunya.

nllﬂnpk-mu.h : SUKARUIMI

12 Desember 2007

o §
-‘*-"- . ZAENAL MUTAQIN, M.5i
N'IP 010137 BO7

Tembusan :
Yth Bupati Sukabumi ;
Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta |
Yih. Kepala Dinas Mendidikon Propinsi Juwa Boarnt oi Randouag
Tih, Kepalu Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan CICURUG ;
¥ith. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.
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